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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKA]ENE DAN KEPUI.AUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAI}UPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NoMOR: t 4 t I PP.O4.2-Kpt / 7 3t O / KPU -Kab / Itt / 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR :76/PP.O4.2-

Kpt I 7 3 I O / KPU -Kab / tI / 2O2O TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MARANG KAI}UPATEN

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI TAHUN 2O2O

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang a. Bahwa sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan

Pemilihan Tahun 2O2O oleh Panitia pemilihan Kecamatan

(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

menunda semua aktifrtas Tahapan yang dilaksanakan oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk
Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2O2O dalarn

Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor

76/PP.O4.2-Kpt/731O/KPU-Kab/I[/2O2O tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan
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Mengingat

Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2O2O;

l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O15

tentang Tata Ke{a Komisi Pemlihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerl'a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Ke{a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
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Memerhatikan

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau / Walikota

dan Wakil Walikota tahun 2O2O (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 9O5) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

179 lPL.O2l79 /PL-O2-Kpt/OL/KPU /fil/2O2O Tentang

Penundaan Tahapan Pemilihan Gubemur dan wakil

Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/ atau waliKota

dan wakil waliKota Tahun 2O2O dalam upaya pencegahan

Penyebaran Covid- 19.

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 285 /PL.O2-SDlOl/KPV l[I/2O2O, Perihal: Tindak

la.njut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2O2O oleh

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

Pemungutan Suara (PPS)

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor

134 lPP.O4.2-BAl73lOlKPU-Kabllrr/2O2O, Tanggal 25

Maret 2020, Perihal Penundaan semua aktifitas Tahapan

yarlg dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2O20.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 761PP.04.2-

KW /7310/KPU-KAB lrr/2o2o TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANTTIA PEMILIHAN

KECAMATAN MARANG, KABUPATEN PANGKAJENE DAN

KEPULAUAN UNTUK PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2O2O.

Menetapkan

NO NAMA L/P ALAMAT

1 2 3 4

1 WARDA, S,E P
JL.TAWAKKAL ROLA
KELURAHAN BONTO-BONTO
KECAMATAN MARANG

2
SAYED
ABDULLAH

L KELUKUE DESA TAMANGAPA
KECAMATAN MARANG

3 AIIDUL MALIK L DESA TAMANGAPA KECAMATAN
MARANG

4 MUH.ALI,S.PD L JL.KALUKUE, DESA TAMANGAPA
KEC.MARANG

5 WTWIN L MARANG

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Marang,

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2O2O.

Melakukan Penundaan semua aktilitas Tahapan yang

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan

sebagai konsekuensi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan hanya dapat membayarkan

honorarium berdasarkan output yang dihasilkan dari

kegiatan bulan Maret 2O2O.

Menunda Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung

mulai 25 Maret 2O2O sampai 3O November 2A2O dan akan

ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat

perubahan ketentuan lebih lanjut maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

jdih.kpu.go.id/sulsel/pangkep



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Walil
Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PilstaFkan di Pangkajene

Pada Tanggal 25 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGKA"IENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

suai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGKAIENE DAN KEPUL{UAN
Hukum
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